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1. 	 Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan 
pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 
(seratus juta rupiah).

2. 	 Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa 
izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi Pencipta se¬bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf 
f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah).

3. 	 Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran 
hak ekonomi Pencipta se¬bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf 
g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah).

4. 	 Setiap Orang yang memenuhi unsursebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk 
pembajakan, dipidana dengan pidana pen¬jara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
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Prakata

Pada hakikatnya, wakaf adalah sebuah jembatan. 
Jembatan yang membentang melintasi batas-batas 
waktu, menghubungkan niat suci seorang hamba dengan 
kesejahteraan abadi yang dirasakan oleh generasi-generasi 
mendatang. Sejak zaman Rasulullah SAW, wakaf telah 
menjadi pilar kokoh peradaban Islam, di mana seseorang 
melepaskan kepemilikan materialnya di dunia untuk 
diabadikan sebagai kebaikan yang tidak terputus. Sementara 
di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim 
terbesar di dunia, jembatan ini telah berdiri tegak selama 
berabad-abad, menopang pesantren, rumah sakit, sekolah, 
masjid, dan berbagai infrastruktur sosial lainnya. 

Lazimnya, setiap jembatan yang dibangun di atas 
fondasi yang dinamis, wakaf di Indonesia menghadapi 
tantangan yang terus berubah. Dari masa kolonial hingga 
era reformasi, wakaf tidak lagi semata-mata diatur oleh 
tradisi dan kesepakatan informal para ulama, melainkan 
mulai memasuki lorong-lorong hukum modern. Dari 
Staatsblad Hindia Belanda hingga Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 2004, setiap lembar regulasi yang tercipta adalah 
cerminan dari upaya negara untuk memberikan kepastian, 
perlindungan, dan penguatan terhadap institusi wakaf. 

Sayangnya, dalam perjalanan panjang itu, perisai yang 
kokoh tidak selalu mampu mencegah munculnya konflik. 
Di balik setiap Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan, di setiap 
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sertifikat tanah yang tercatat atas nama nazhir, terdapat 
potensi sengketa yang menunggu untuk pecah. Sengketa 
wakaf bukanlah sekadar isu hukum, melainkan cerminan 
dari kompleksitas hubungan manusia dengan harta benda, 
sejarah, dan warisan. Sengketa bisa muncul dari ketidakjelasan 
ikrar wakaf masa lalu, tumpang tindih kepemilikan dengan 
hukum adat, perubahan nilai ekonomi tanah, hingga 
niat buruk yang mencoba menguasai aset wakaf untuk 
kepentingan pribadi. Di sinilah letak ironi yang mendalam 
di mana sebuah institusi yang dibangun di atas niat mulia 
untuk kebaikan abadi justru sering kali terperangkap dalam 
pusaran konflik yang merugikan semua pihak, terutama para 
penerima manfaat yang seharusnya menjadi tujuan utama 
dari wakaf itu sendiri.

Melihat realitas ini, kebutuhan akan sebuah panduan 
yang komprehensif yang tidak hanya mengulas regulasi 
secara teoretis tetapi juga menyajikan praktik konkret dalam 
penyelesaian sengketa, menjadi sangat mendesak. Buku 
ini lahir dari kesadaran penuh akan kebutuhan tersebut 
mengisi celah supaya penyelesaian sengketa wakaf menjadi 
lebih komprehensif dengan pendekatan yang lebih holistik, 
lebih dari itu, buku ini adalah sebuah seruan. Seruan bagi 
para nazhir untuk meningkatkan profesionalisme dan 
kompetensi, tidak hanya dalam mengelola aset wakaf secara 
produktif, tetapi juga dalam memahami seluk-beluk hukum 
untuk mencegah sengketa sejak dini; Seruan bagi para 
notaris, pejabat KUA, dan BPN untuk berkolaborasi secara 
lebih sinergis dalam memastikan setiap proses administrasi 
wakaf berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Seruan 
bagi akademisi untuk terus mengembangkan kajian-kajian 
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kritis yang relevan dengan dinamika sosial. 
Kami mengucapkan terima kasih kepada Pusat Kajian 
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BAB 1
KONSEP DASAR WAKAF DAN 

SENGKETA WAKAF

A.	 Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Wakaf adalah ajaran Islam yang bertujuan untuk 
menciptakan kesejahteraan dan budaya yang lebih maju yang 
mana kontribusi terhadap perkembangan peradaban Islam di 
masa lampau tidak bisa diabaikan.  Menurut (Jamal, 2019) 
wakaf sebenarnya memainkan peran positif agar mencapai 
rakyat yang bahagia, adil, dan sejahtera karena wakaf 
terkadang efektif dalam membiayai proyek-proyek yang 
berkaitan dengan peradaban Islam serta pembangunan sosial 
dan ekonomi. Ahli bahasa dalam mendeskripsikan wakaf 
menggunakan 3 kata yakni, al-waqf, al-habs, dan at-tasbil, 
yang berarti memberikan kepada sabiilillah.  Kata waqfu asy-
syai’ yang memiliki arti menahan sesuatu, memiliki bentuk 
masdar al-waqf.  Al-Kabisi mengutip Imam Antarah yang 
mengatakan, “Unta saya diwakafkan di suatu tempat.”  Para 
ahli fikih menyatakan bahwa kata wakaf berasal dari bahasa 
Arab waqafa yang mana memiliki arti menahan, tetap 
berdiri, diam di tempat maupun berhenti.  Habasa-Yahbisu-
Tahbisan dan waqafa-yuqifu waqfan memiliki arti yang sama 
(Ayuandika et al., 2022).

Para ulama klasik yang berbeda dalam mendefinisikan 
wakaf (Waluya, 2018). Syafi’i dan Hambali, misalnya, 
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memiliki pendapat bahwa wakaf ialah memisahkan aset yang 
diwakafkan dari hak wakif setelah selesainya mekanisme 
wakaf. “Tidak melaksanakan suatu tindakan pada suatu benda, 
yang statusnya milik Allah SWT, dengan menyumbangkan 
kemaslahatannya untuk suatu etika sosial” adalah pendapat 
mazhab Syafi’i dalam mendefinisikan wakaf. Menurut 
Hambali, aset yang dijadikan wakaf haruslah aset yang 
mengandung daya jual, walaupun tidak dapat dijual setelah 
diwakafkan, dan benda tersebut haruslah bersifat permanen 
karena wakaf sifatnya selamanya, bukan hanya kurun waktu 
tertentu saja. Mazhab Hanafi dalam mendeskripsikan wakaf 
sebagai “Tidak berbuat suatu tindakan dengan suatu aset 
yang tetap menjadi Hak Milik, dengan menyumbangkan 
kegunaannya ke orang yang membutuhkan, baik saat ini atau 
di masa lain hari, sebagai suatu hadiah”. Menurut definisi ini 
(Wahib & Lc, 2019), barang wakaf dapat dikembalikan dan 
mungkin dijual, dan tidak perlu dipisahkan dari harta wakif. 
Abu Hanifah mengutip hal ini sebagai pembenaran utama 
mengapa wakaf dapat diterima dan tidak mengikat secara 
hukum seperti halnya pinjaman.  Jika kita mengkaji definisi 
wakaf menurut mazhab Hanafi, kita dapat menyimpulkan 
bahwa pemberi wakaf tetap memiliki kepemilikan atas objek 
wakaf dan hanya menerima manfaatnya.

Mazhab Maliki menegaskan bahwa wakaf tidak 
memberikan kepemilikan kepada orang lain atas harta 
wakaf, melainkan mencegah wakif untuk bertindak dengan 
cara yang dapat mengalihkan kepemilikannya kepada pihak 
ketiga. wakif juga diharuskan untuk memberikan manfaat 
dan tidak diizinkan untuk mengambil kembali wakafnya 
(Waluya, 2018). Menurut Ali Fikri dalam (Wahib & Lc, 2019) 
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menandakan bahwa pemilik aset menahan asetnya agar tidak 
digunakan untuk pribadi, tetapi digunakan untuk tujuan 
kebajikan, dengan aset wakaf tetap dalam Hak Milik pemberi 
wakaf. Hal ini baik untuk kurun waktu tertentu, sehingga 
tidak ada persyaratan untuk selamanya. Menurut penganut 
mazhab Maliki, wakaf hanya mengakhiri penggunaan benda 
wakaf atau tidak mengakhiri kepemilikannya.

Dari definisi umum wakaf diberikan dari ajaran Hanafi, 
Maliki, Syafi’i, dan Hambali, terlihat nyata jika wakaf adalah 
membekukan aset barang milik pribadi supaya digunakan 
demi kepentingan umum maupun agama. Akan tetapi, dari 
keempatnya tidak sepakat mengenai apakah wakif memiliki 
wewenang untuk mencabut kepemilikan atas aset wakaf atau 
apakah hal itu berakhir dengan keabsahan wakaf. Kecuali, 
pendapat Abu Hanifah dan beberapa ulama Hanafiah 
(Wahib & Lc, 2019), harta wakaf terpisah atau terputus dari 
harta pemberi wakaf, sesuai dengan alasan yang diberikan 
di atas. Mazhab Maliki, yang meyakini bahwa mewakafkan 
sesuatu dapat diterima, meskipun hanya digunakan sekali, 
seperti makanan, harta wakaf harus bersifat kekal. Di 
Indonesia, definisi wakaf lebih cenderung kepada pendapat 
dari  mazhab Syafi’i yang mana tertuang juga dalam hukum 
positif di Indonesia.

Wakaf ialah sejenis sumbangsih yang dilaksanakan 
dengan cara membekukan kepemilikan dan kemudian 
memberikan kegunaannya pada masyarakat umum, menurut 
Muhammad Jawad Mughniyah. Tujuan dari penahanan aset 
yang diberikan adalah agar aset tersebut tidak dapat diwariskan 
dan digunakan untuk berbagai tujuan seperti dihibahkan, 
dijual atau disewa, digadaikan, dipinjam, dan sebagainya. 
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Sebaliknya, harta atau barang yang sudah menjadi aset wakaf 
dimanfaatkan sesuai keinginan orang yang memberikan 
wakaf tanpa menerima imbalan (Mughniyah, 2007). Wakaf 
seperti yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam (fikih), 
merupakan amal sosial yang tidak diterangkan secara khusus 
di Al-Qur’an atau Sunnah.  Menurut para ulama, wakaf 
menjadi salah satu unsur firman tuhan untuk melaksanakan 
al-Khayr, yang berarti “kebaikan”.  Sesuai dengan firman 
Allah SWT:

وَاقَِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتوُا الزَّكٰوةَ وَاركَْعُوْا مَعَ الركِّٰعِيَْ
Artinya “Hai orang-orang yang beriman ruku’lah, 

dan sujudlah, ibadahlah kamu semua pada Tuhanmu, dan 
berbuat kemuliaan agar kamu memperoleh kejayaan.” (QS. 
Al-Baqarah [2] : 43).

Menurut istilah, wakaf dipahami sebagai menahan 
substansi  harta atau objek wakaf dan menggunakan 
manfaatnya atau menahan substansi dan menyedekahkannya.  
Menurut Mundzir Qahaf (Qahaf, 2006), deskripsi wakaf 
Islam yang setara dengan sifat hukum, kandungan ekonomi, 
dan peran sosialnya ialah menahan aset, baik untuk sementara 
ataupun selamanya, untuk digunakan secara langsung 
maupun tidak langsung, dan diambil manfaatnya baik secara 
langsung maupun tidak langsung, baik untuk kebaikan 
umum maupun kebaikan khusus. Berbagai konsepsi ini 
kemudian dimasukkan ke dalam hukum Indonesia, yang 
secara spesifik bertautan dengan wakaf.

Bukti bahwa wakif telah melakukan aksi hukum 
berupa memisahkan atau memberikan separuh aset benda 
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kepunyaannya untuk diambil manfaatnya secara terus 
menerus atau dalam periode tertentu sejalan dengan 
urgensinya untuk sarana peribadatan dan kemakmuran 
bersama sesuai syariah yang sejalan dengan pedoman 
hukum syariah dikenal dengan sebutan wakaf, sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang 
wakaf. Lebih lanjut, wakaf merupakan aksi hukum wakif 
untuk memisah dan/atau memberikan separuh aset miliknya 
guna diambil manfaatnya dalam kurun waktu yang lama atau 
dalam periode tertentu yang sejalan dengan tujuannya demi 
sarana peribadatan dan/atau kemaslahatan bersama sesuai 
prinsip syariah, sebagaimana tercantum pada Peraturan 
Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang perealisasian dari 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. 
Menurut syariat yang terdapat pada Buku III Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), wakaf merupakan aksi atau tindakan 
hukum yang dilakukan individu, orang banyak, atau badan 
hukum untuk memisahkan separuh dari aset kepunyaannya 
dan menyumbangkannya dalam kurun waktu yang lama 
demi sarana peribadatan maupun sarana yang bermanfaat 
lainnya.

Deskripsi wakaf pada aturan yang dikeluarkan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tepatnya Pasal 1 ayat 
(1) lebih terbatas dibandingkan dengan definisi wakaf yang 
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 
1 ayat (1) tentang Wakaf. Pengertian wakaf yang dirumuskan 
pada aturan yang dikeluarkan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1997 dimaksudkan terkhusus pada yurisdiksi wakaf 
benda bergerak, sedang wakaf yang dirumuskan pada UU 
No. 41 Tahun 2004 sangat luas dan tidak terpaku pada 
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hal-hal tersebut, meliputi wakaf aset bergerak serta aset 
tetap (Taufiq, 2013). Hal inilah yang menjadi penyebab 
perbedaan cakupan definisi wakaf dan ketentuan pengaturan 
wakaf. Undang-Undang wakaf dan Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) memiliki definisi wakaf yang berbeda, dan keduanya 
berbeda dalam hal waktu.  Kata “selamanya”, seperti yang 
digunakan dalam KHI, tidak disebutkan dalam undang-
undang wakaf. Maka, sesuai dengan UU No. 41 Tahun 
2004, wakaf tidak harus bersifat permanen, Wakaf sementara 
juga dimungkinkan karena wakaf dapat diselesaikan dalam 
rentang waktu tertentu. Sangat penting untuk diingat bahwa 
hal ini melibatkan optimalisasi hasil dari objek wakaf tanpa 
mengurangi nilai dan bentuknya (Sulistiani, 2022).

B.	 Dasar hukum dalam Al-Qur’an, Hadis, dan Peraturan 
Perundang-Undangan

Aturan hukum pencatatan wakaf di Indonesia terbagi 
atas dua yakni menurut Islam dan hukum positif. Dalam 
Islam sendiri, aturan wakaf terdapat dalam beberapa firman 
Allah SWT (Ayuandika et al., 2022)

 لَن تـنََالُوا۟ ٱلْبَِّ حَتَّٰ تنُفِقُوا۟ مَِّا تُِبُّونَ ۚ وَمَا تنُفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ
فإَِنَّ ٱللََّ بِهِۦ عَلِيمٌ

Artinya “Kamu sekali-kali tidak akan mendapat kebaikan 
(yang istimewa) sebelum kamu menyumbangkan separuh 
aset yang kamu cinta. Semua yang kamu sumbangkan, 
sebetulnya Allah Maha Mengetahui soal itu.” (Q.S Ali Imran 
[3] :92).

Selain itu, terdapat pula dalam Al-Quran surat Al-
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Baqarah ayat 267:

يَّـُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنـوُٓا۟ أنَفِقُوا۟ مِن طيَِّبَٰتِ مَا كَسَبـتُْمْ وَمَِّآ أَخْرَجْنَا  يَٰٓ
نَ ٱلَْرْضِ ۖ وَلَ تـيََمَّمُوا۟ ٱلْبَِيثَ مِنْهُ تنُفِقُونَ وَلَسْتُم  لَكُم مِّ
يدٌ اَخِذِيهِ إِلَّٓ أَن تـغُْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللََّ غَنٌِّ حَِ بِٔـ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sumbangkan 
separuh dari jerih payahmu yang baik-baik dan separuh dari 
apa yang Kami lepaskan dari bumi untukmu. Tidak perlu 
kamu mengambil yang buruk untuk kamu sumbangkan, 
sementara kamu tidak mau menggunakannya, melainkan 
dengan menyipitkan mata (enggan) padanya. Pahamilah 
bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.”

Berkaitan dengan ayat tersebut, saat memahami arti 
menginfakkan kekayaan demi keridhaan Allah, menurut 
Departemen Agama RI menyebut jika definisinya mencakup 
pengeluaran demi keperluan ijtihad, pengembangan fasilitas 
pendidikan, pendirian rumah sakit, upaya penyidikan, 
dan lainnya. Sedangkan menurut (Permana & Rukmanda, 
2021) dapat dijelaskan bahwa, sesuai dengan Undang-
Undang Wakaf, fasilitas dan sarana peribadatan, fasilitas dan 
sarana pendidikan, layanan kesehatan dan beasiswa, subsidi 
untuk orang yang tidak mampu, yatim piatu, dan anak-
anak terlantar, serta pengembangan ekonomi dan perluasan 
kesejahteraan umum, semuanya dapat didanai dengan harta 
benda wakaf. 

Selain Al-Qur’an, beberapa hadis juga terdapat 
pembahasan mengenai wakaf (Permana & Rukmanda, 2021), 
seperti hadis tentang sedekah jariah yang diajarkan oleh 
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Nabi Muhammad SAW. Selama manfaatnya masih ada, para 
ulama meyakini bahwa wakaf juga merupakan amal jariyah 
yang patut diapresiasi. Kebanyakan ulama menyajikan sabda 
Rasulullah SAW yang membahas kehebatan amalan jariyah 
sebagai bagian dari prinsip legalitas wakaf. Apabila orang 
menghembuskan napas terakhir, selanjutnya berakhir pula 
amalnya selain tiga hal yakni amalan jariyah, pengetahuan 
yang memberi manfaat, dan doa dari keturunan yang 
berbakti, demikian menurut riwayat Abu Hurairah ra dari 
Nabi SAW (HR. Muslim 1631).

 Demikian juga, Nabi Muhammad SAW memiliki 
hadis soal sepetak lahan di Khaibar dimana lahan tersebut 
merupakan milik Umar Bin Khattab. Abdullah bin 
Umar ra meriwayatkan jika Umar bin Khattab menerima 
sepetak lahan di Khaibar. Dia kemudian mendekati Nabi 
Muhammad guna meminta nasihatnya tentang hal yang 
harus dilaksanakan dengan lahan itu. “Wahai Rasulullah, 
aku telah mendapatkan sepetak lahan di Khaibar, lalu aku 
tidak sekalipun diberikan aset yang lebih bernilai dari lahan 
di Khaibar,” kata Umar kepada Rasulullah. Maka dari itu, 
aku meminta nasihat Anda mengenai hal yang harus aku 
perbuat dengan lahan tersebut.  Sabda Rasulullah: “Tahanlah 
pokok (aal) harta itu dan bagikanlah keuntungannya jika 
kamu menghendaki.” Umar menyumbangkannya untuk 
amal dan menegaskan bahwa lahan itu janganlah kamu 
wariskan, menjual, atau menghibahkan. Umar membagikan 
keuntungan lahan tersebut kepada orang-orang yang kurang 
mampu, keluarga mereka, para budak yang dimerdekakan, 
mereka yang berperang untuk Allah, para musafir yang 
kehabisan makanan, dan para pengunjung. Selain itu, tidak 
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berdosa bagi orang yang bertanggung jawab atas properti 
wakaf untuk memberi makan orang lain atau mengkonsumsi 
uang dari pendapatannya selama mereka tetap dalam batas-
batas normal. (HR. Muslim dan Bukhari) (Hal. 197-198, 
Al-Hafidz Bin Hajar Al-’Asqalani).

Mengenai hadis yang menyatakan bahwa Umar 
memiliki 100 dirham di Khaibar, Ibnu Umar ra berkata: 
“Umar berkata kepada Nabi: “aku memiliki seratus dirham 
di Khaibar, aku tidak pernah menemukan maal yang 
aku takjubi, melainkan aku ingin menyumangkannya.” 
“Simpanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya di jalan 
Allah,” pesan Nabi kepada Umar ra (HR: An Nasai, Bukhari 
2532, Muslim 3085, Turmudzi 1296, Abi Daud 2493, Ibnu 
Majah 2387, 4379).

Sedangkan dalam legalitas positif di Indonesia dijelaskan 
pada Bab 2 bab pengantar umum Pasal 2 dan 3 Undang-
Undang Republik Indonesia, yang menyebut jika Wakaf yang 
sudah diikrarkan bersifat mengikat, dan sah jika dilakukan 
sesuai dengan syariah. Dalam bukunya, Abdul Salam 
menyatakan bahwa wakaf diatur oleh tiga dokumen legalitas, 
yakni: Dokumen aturan yang dikeluarkan pemerintah No. 
28 Tahun 1977 mengenai perwakafan lahan milik, Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. 
Pejabat pemerintahan Indonesia sudah melahirkan sejumlah 
ketetapan dalam rangka mempersiapkan penerapan wakaf 
yang muncul dalam kehidupan masyarakat, antara lain 
(Ahmad Mujahidin, 2021): 
1.	 Regulasi aturan asal utama Agraria No. 5 Tahun 1960 

(UUPA) tepatnya terdapat pada Pasal 49 Ayat (3) 
menyebutkan bahwa “Perwakafan tanah milik dilindungi 
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dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
2.	 Di samping aturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 

1977 soal prosedur pendataan lahan soal perwakafan 
lahan Milik, aturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 
soal regulasi Pelaksanaan aturan Pemerintah No. 28 
Tahun 1977, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 
1991 soal pendataan lahan, terdapat regulasi Pemerintah 
No. 28 Tahun 1977 soal Perwakafan lahan milik. 
Namun, hanya wakaf tanah yang diatur dalam PP ini. 
Hal ini mengindikasikan bahwa model wakaf ini tak jauh 
berbeda dengan jenis wakaf di masa awal, yaitu wakaf 
lahan dan penggunaannya terkhusus pada tindakan sosial 
peribadatan seperti madrasah, masjid, dan pemakaman.  
Jika kita lihat lagi, PP No. 28 Tahun 1977 lebih mirip 
dengan konsep Mazhab Syafi’i, yang dinyatakan dalam 
Pasal 1, menurut ajaran Islam, wakaf merupakan aksi 
hukum individu atau badan hukum yang melakukan 
tindakan pemisahan separuh dari aset kejayaannya yang 
berbentuk lahan milik dan menyumbangkannya dalam 
jangka waktu yang sangat lama demi keperluan sarana 
peribadatan maupun kemanfaatan lainnya (Azizah, 
2020). 

3.	 Instruksi presiden nomor 1 Tahun 1991 soal Kompilasi 
Hukum Islam. 

	 Menurut ajaran Islam, wakaf didefinisikan sebagai aksi 
hukum individu maupun kelompok orang maupun badan 
hukum dengan memisah separuh dari aset miliknya dan 
menyumbangkannya dalam kurun waktu selamanya demi 
keperluan peribadatan maupun kepentingan lain sesuai 
Pasal 215 ayat (1) KHI. Apabila dibandingkan antara 
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PP nomor 28 Tahun 1977 dan Inpres perbandingannya 
terlihat dalam jenis benda wakaf. Mengacu pada PP No. 
28 Tahun 1977 aset wakaf berwujud harta benda, namun 
dalam perintah presiden, aset wakaf berupa aset yang bisa 
diwakafkan berupa aset tidak bergerak (al-manqul) dan 
lainnya, selain tanah milik. 

5.	 Ketentuan undang-undang wakaf berlaku ketika uang 
Yayasan berasal dari wakaf, seperti yang dinyatakan di 
undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 soal Yayasan.

6.	 Konstitusi No. 42 Tahun 2006 soal perwujudan regulasi 
No. 41 Tahun 2004 jo regulasi No. 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf.

Dinamika sosial dan desakan publik mengenai 
perwakafan semakin meluas yang mendorong munculnya 
UU No. 41 Tahun 2004 soal wakaf sebagai landasan 
hukum nasional yang lebih kokoh. Tahun 2002, Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) menyebut konsep pengelolaan 
wakaf tunai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dengan melahirkan fatwa yang memperbolehkan 
wakaf tunai (waqf an-nuqud). Munculnya regulasi No. 41 
Tahun 2004 soal wakaf kemudian memperkuat fatwa itu. 
Menurut hukum, wakaf merupakan aksi hukum wakif 
dengan melakukan pemisahan atau penyerahan separuh 
asetnya guna dikelola selamanya atau dalam kurun waktu 
tertentu sejalan dengan tujuannya demi sarana peribadatan 
maupun kemakmuran bersama sesuai prinsip syariah. 
Definisi ini mempertimbangkan evolusi objek wakaf guna 
kepentingan umum dan memperluas serta mengakomodasi 
perbedaan pandangan para ahli fiqih menurut Mazhab 
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Maliki, konsep ini mencakup keinginan wakif karena 
mencakup harta bergerak dan wakaf abadi, seperti tanah dan 
bangunan. Selain itu, lembaga ini juga mengawasi peraturan 
wakaf di Indonesia, mulai dari pembentukan nazhir hingga 
administrasi aset wakaf (Azizah, 2020).

Selain itu, hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri 
Agama Nomor 73 Tahun 2013 soal prosedur wakaf aset 
tetap dan aset bergerak selain uang dan regulasi No. 4 Tahun 
2009 oleh Menteri Agama soal Pengelolaan Pendaftaran 
Wakaf Tunai. Surat Keputusan No. DJ.II/420 Tahun 2009 
mengenai Jenis, Bentuk, dan Rincian Formulir Wakaf Tunai 
dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam. Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 
mengeluarkan fatwa soal wakaf tunai, yang kemudian disusul 
dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 
mengenai Daftar Lembaga Keuangan Syariah yang dapat 
menerima Wakaf tunai. Regulasi Badan Wakaf Indonesia 
No. 1 Tahun 2007 mengenai struktur dan mekanisme kerja 
Badan Wakaf Indonesia dan Regulasi BWI No. 1 Tahun 
2008 mengenai Tata Cara Pembuatan pertimbangan atas 
permintaan pengalihan/pemindahan status aset benda wakaf 
berisi aturan yang menjelaskan mengenai wakaf di Indonesia. 

Regulasi Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 
2008 mengenai prosedur pendataan dan pergantian nazhir 
aset benda wakaf tetap berupa lahan. Regulasi Badan Wakaf 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 mengenai pegangan 
Pengembangan dan Pengelolaan Aset Benda Wakaf berwujud 
uang. Regulasi Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 
soal Mekanisme Penghimpunan Dana Wakaf oleh Nazhir 
Wakaf.  Regulasi Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 
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2010 soal Penetapan dan Pencabutan Keanggotaan Badan 
Wakaf Indonesia.  Regulasi Badan Wakaf Indonesia Nomor 
2 Tahun 2010 soal Mekanisme pendaftaran Nazhir Wakaf 
Tunai. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 
2010 mengenai pegangan Pengembangan dan Pengelolaan 
Aset Benda Wakaf. Regulasi Badan Wakaf Indonesia Nomor 
2 Tahun 2012 mengenai Cabang Badan Wakaf Indonesia 
(Makhrus, 2019).

C.	 Jenis-Jenis Wakaf

1.	 Wakaf ahli (keluarga) dan wakaf khairi (umum).

Wakaf Ahli adalah jenis wakaf yang dialokasikan bagi 
segelintir orang, tanpa memandang apakah mereka adalah 
kerabat wakif atau bukan. Nama lain dari wakaf semacam 
ini adalah waqf dzurri. Jika individu mewariskan sepetak 
lahan kepada keturunannya dan kemudian kepada cucunya, 
maka wakafnya diperbolehkan, dan orang yang tercantum 
dalam pernyataan wakaf adalah orang-orang yang mendapat 
maslahat darinya. Nama lain dari waqf dzurri atau wakaf ahli 
adalah waqf ‘alal aulad, yakni wakaf yang ditujukan untuk 
jaminan sosial dan manfaat bagi keluarga dan lingkungan 
sekitar (Nissa, 2017). 

Wakaf ahli didefinisikan secara berbeda oleh para 
ulama modern.  Ada dua tema yang muncul dari definisi 
mereka: (1) definisi yang cenderung mengklasifikasikan 
wakaf untuk diri pribadi pewakaf dalam kategori wakaf 
ahli, yang didefinisikan sebagai wakaf yang ditujukan hanya 
untuk keluarga.   Wahbah al-Zuhaili, Badran Abu al-’Ainain, 
dan Muhammad Hasanain Makhluf mengartikulasikan 
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kecenderungan ini dalam penjelasan mereka. (2) Definisi 
yang tidak mengklasifikasikan wakaf untuk diri pribadi 
pewakaf dan lebih memilih untuk mendeskripsikan wakaf 
ahli sebagai wakaf yang hanya ditujukan untuk keluarga.    
Muhammad Abu Zahrah, ‘Abd al-’Aziz al-Dughaisy, dan 
Ahlam Ahmad al-’Iwadli telah memberikan definisi yang 
memiliki kecenderungan ini (Suraiya & Jauhari, 2022).

Hukum Islam memberikan pembenaran hukum untuk 
wakaf keluarga. Bersumber pada Riwayat Nabi tentang wakaf 
keluarga Abu Thalhah kepada saudaranya, sebagaimana 
disampaikan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin 
Malik, “Itulah yang saya dengar Anda katakan.  Menurut 
pendapatku, engkau harus memberikannya kepada kerabat 
terdekatmu” Abu Talhah kemudian memberikannya kepada 
anak-anak dan keluarga pamannya. 

Wakaf ahli (dzurri) bermanfaat di satu sisi sebab 
pemberi wakaf akan mendapatkan dua keuntungan: pahala 
amal wakafnya dan pahala silaturahmi dengan kerabat yang 
menerima aset wakaf.  Akan tetapi, wakaf ahli ini kerap 
menyebabkan permasalahan, seperti apa yang terjadi jika 
anak dan keturunan yang dipilih telah tiada semua? Siapa 
yang boleh memanfaatkan aset wakaf?  Sebaiknya perjanjian 
wakaf ahli menyebutkan jika wakaf diperuntukkan bagi 
keturunan dan cucu, lalu diikuti oleh orang yang tidak 
mampu, guna mengantisipasi kepunahan anak dan cucu 
atau keluarga yang menerima aset wakaf, sehingga aset 
wakaf tetap dapat dikelola secara sempurna dan memiliki 
kedudukan legalitas yang sah. Namun, diantisipasi bahwa 
akan ada tantangan dalam mengalokasikan wakaf dengan cara 
yang adil dan merata bagi anak dan cucu yang menerimanya 
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(Ahmad Mujahidin, 2021).
 Karena wakaf ahli kerap menyebabkan kesalahpahaman 

saat pengelolaan dan penggunaan wakaf oleh keluarga 
yang diberi amanah untuk mengelola harta wakaf, maka 
saat ini wakaf ahli dianggap kurang mampu memajukan 
kemaslahatan publik dalam pengembangannya. Karena 
wakaf tanah dalam bentuk ini dianggap kurang memberikan 
hasil, maka wakaf untuk keluarga atau wakaf ahli telah 
ditiadakan di berbagai belahan dunia, antara lain Mesir, 
Maroko, Turki, serta Aljazair (Nissa, 2017).

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam (Dipo, 2022), 
wakaf khairi yang dikenal pula dengan wakaf umum, 
awal mulanya diciptakan dengan mempertimbangkan 
kepentingan umum dan bukan untuk segelintir individu 
tertentu. Wakaf khairi ini sesuai dengan semangat praktik 
wakaf yang sangat dianjurkan sesuai perspektif Islam, di 
mana bahkan setelah wakif meninggal dunia, aset wakaf 
masih bisa digunakan dan pahalanya tetap diberikan. Seluruh 
masyarakat dapat merasakan manfaat dari wakaf ini, yang 
juga dapat digunakan untuk merencanakan kesejahteraan 
sosial ekonomi, pendidikan, budaya, dan keagamaan 
masyarakat.  Jika dilihat dalam konteks penerapannya 
dalam hukum Islam, wakaf syuyu’ dan wakaf muallaq diakui 
keberadaannya selain dua versi wakaf yang telah dijelaskan 
sebelumnya, yaitu wakaf ahli dan wakaf keluarga.

Wakaf keluarga merupakan wakaf yang secara khusus 
dimaksudkan demi memajukan agama maupun masyarakat 
(kebaikan universal). Wakaf keluarga misalnya, digunakan 
untuk membangun rumah sakit, jembatan, sekolah, masjid, 
panti asuhan, dan bangunan-bangunan lainnya. Berdasarkan 



16  

perkataan Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan 
mengenai wakaf sahabat.  Jenis wakaf ini dikenal dengan 
Wakaf Umar bin Khattab. Dia memberikan kepada orang 
yang memerlukan, ibnu sabil, sabilillah, tamu, dan orang-
orang yang diperbudak yang berusaha memerdekakan diri 
mereka sendiri hasil dari kebunnya.  Masyarakat umum 
diizinkan untuk memanfaatkan wakaf ini untuk tujuan 
apa pun, termasuk kesejahteraan semua orang, tanpa batas 
waktu.  Jaminan sosial, perawatan kesehatan, pendidikan, 
dan keamanan adalah contoh-contoh dari kepentingan 
umum (Juliati & Addin, 2024). 

Wakaf ini tidak didedikasikan untuk individu tertentu, 
melainkan untuk kepentingan masyarakat umum. Wakaf 
yang sebenarnya adalah wakaf khairi ini, yang menyatakan 
bahwa selama benda tersebut masih dapat digunakan, 
ganjarannya tidak akan terputus sampai penyumbang wakaf 
meninggal. Intinya, wakaf ini adalah salah satu metode guna 
membelanjakan (mengelola) penghasilan demi keridhaan 
Allah. Tentu saja, jika dilihat dari sisi manfaatnya, wakaf 
ini merupakan salah satu sarana untuk kemajuan di bidang 
agama, khususnya di bidang ibadah, ekonomi, budaya, 
keamanan, kesehatan dan aspek lainnya. Maka dari itu, 
objek wakaf secara nyata bermanfaat bagi umat manusia 
secara keseluruhan, bukan hanya untuk segelintir keluarga 
atau kerabat tertentu (Ahmadan et al., 2023).

2.	 Wakaf bergerak dan tidak bergerak.

Wakaf dapat berupa aset bergerak dan tidak bergerak, 
sejalan dengan peraturan No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 1. 
Menurut ayat 2, aset tidak tetap adalah benda-benda seperti 
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gedung maupun elemen dari gedung yang berada di atas 
lahan dan aset-aset lain yang berkaitan dengan tanah, Hak 
Milik atas satuan rumah susun, dan aset-aset tidak tetap lain 
yang sejalan dengan hukum Islam dan legalitas yang berlaku 
lainnya. Namun, ayat 3 mendefinisikan benda bergerak 
sebagai aset yang tidak dapat dikonsumsi, termasuk uang 
tunai, logam mulia, surat berharga, mobil, hak atas kekayaan 
intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya, sesuai 
dengan hukum Syariah dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku (Paksi et al., 2020).

Beberapa jenis aset wakaf yang tidak tetap adalah 
(Sulistiani, 2017): lahan, merupakan suatu aset yang paling 
diutamakan guna diwakafkan sebab dapat menjadi ibadah 
jariyah. Hal ini sejalan pula dengan wakaf lahan khaibar 
yang dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab atas 
tugas Rasulullah SAW. Kemudian disusul Abu Thalhah 
yang menyumbangkan lahan “Bairaha” yang dicintainya, 
kemudian dilakukan pula oleh sahabat Nabi lainnya seperti 
Abu Bakar yang menyerahkan lahan miliknya di Mekkah 
sebagai wakaf untuk anak keturunannya yang datang ke 
Mekkah. Contoh kedua wakaf berupa bangunan, menurut 
Mazhab Syafi’i dan Hambali bangunan yang disewakan 
Sebagian atau seluruhnya termasuk benda yang sah untuk 
diwakafkan. Seperti lantai bawah digunakan untuk masjid, 
madrasah, atau lainnya. 

Selanjutnya adalah pohon untuk diambil buahnya 
termasuk ke dalam wakaf benda tidak bergerak karena dapat 
diambil manfaat dari buahnya. Contoh terakhir adalah 
sumur yang digali untuk airnya termasuk benda yang sah 
diwakafkan terlebih lagi di daerah yang sedang dilanda 
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kekeringan. Tentu saja, ini memberikan manfaat besar bagi 
masyarakat yang terdampak musibah kekeringan dengan 
menggunakan fasilitas pendukung lainnya seperti mesin air 
atau pipa. 

Wakaf selanjutnya adalah wakaf benda bergerak, dimana 
di sini, “benda bergerak” mengacu pada properti yang tidak 
dapat dikonsumsi, termasuk uang tunai, surat berharga, 
logam mulia, mobil, hak atas karya intelektual (HAKI), 
hak sewa, dan benda tidak tetap lain yang sejalan dengan 
aturan. Wakaf aset tidak tetap dapat dilaksanakan oleh 
institusi keuangan syariah yang ditugaskan dari menteri, dan 
kemudian diberikan dalam wujud sertifikat uang. Sertifikat 
tersebut dipublikasikan dan dikirimkan untuk membuktikan 
telah diserahkannya aset wakaf oleh institusi keuangan 
berbasis syariah kepada wakif dan nazhir dan didaftarkan ke 
Menteri selambatnya tujuh hari sehabis terbitnya sertifikat 
wakaf uang (Sulistiani, 2017: 80). Berdasarkan penjelasan di 
atas, dapat diketahui bahwa wakaf tidak hanya mencakup 
bentuk aset tidak tetap saja seperti tanah. Namun aset tidak 
tetap seperti halnya uang, kendaraan, dan lainnya juga dapat 
dijadikan wakaf sejalan dengan legalitas No. 16 Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004, serta fatwa MUI Ihwal yang 
memperkenankan adanya wakaf tunai.

Dimana isi dari fatwa tersebut adalah (Sulistiani: 82): 
Wakaf uang (wakaf tunai/waqf al-nuqud) merupakan bentuk 
wakaf yang ditunaikan oleh individu, sekelompok orang, 
Lembaga, ataupun institusi hukum dalam wujud uang tunai, 
atau surat-surat berharga dan status legalitasnya jawaz atau 
bisa. Hanya barang-barang yang diizinkan oleh syariah, yang 
nilai pokoknya harus dipastikan dapat dipertahankan dan 
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tidak dapat dijual, dihibahkan, atau diwariskan, yang dapat 
disalurkan dan digunakan dengan dana wakaf. Manfaat 
wakaf uang dapat menciptakan investasi dalam bidang 
keagamaan, aspek pendidikan, fasilitas sosial. Investasi kaum 
berada bisa digunakan di kemudian hari melalui penukaran 
dengan sertifikat wakaf uang, yang hasilnya dapat digunakan 
untuk berbagai hal.  Hal ini sangat membantu karena dapat 
mematahkan kecenderungan sebelumnya yang percaya 
bahwa peluang wakaf hanya untuk orang kaya (Syarifudin, 
2010).

D.	Pengertian dan Penyebab Sengketa Wakaf

Situasi dimana adanya pertentangan antara pihak yang 
sedang atau akan melakukan kerja sama merupakan definisi 
dari konflik. Menurut Rachmadi Usman, ketidaksepakatan 
antara dua pihak atau lebih merupakan maksud dari kata 
conflict dan dispute, dimana kedua kata tersebut sudah 
diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata konflik dan 
sengketa (Usman, 2003). Definisi sengketa secara etimologi 
adalah sesuatu yang menimbulkan perbedaan pendapat 
atau pertengkaran. Suatu konflik dapat berpotensi menjadi 
sengketa jika pihak yang dirugikan langsung menyampaikan 
ketidakpuasannya yang menjadi penyebab kerugiannya 
terhadap pihak lain, sehingga sengketa adalah lanjutan dari 
konflik (Sulistiani, 2017:147).

Sedangkan kata wakaf menurut etimologi berarti 
tanah properti milik negara yang tidak bisa dipindahkan 
kepemilikannya kepada pihak manapun dan diperuntukkan 
bagi kepentingan amal. Sengketa wakaf adalah perselisihan 
mengenai perwakafan. Sengketa wakaf bisa dideskripsikan 
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dengan tahapan berkomunikasi antara dua individu atau 
lebih yang mana keduanya mengusahakan kepentingan 
atau objek yang serupa berupa tanah atau objek lain yang 
berhubungan dengan lahan, seperti sumber air, vegetasi, 
mineral, atau atmosfer yang berada dalam wilayah tanah 
tersebut (Santoso, 2005).

Sejak awal sejarah Islam, masalah wakaf telah ada. 
Perubahan sosial, perubahan norma dan nilai masyarakat, 
dan kurangnya dokumentasi tertulis yang mengukuhkan 
posisi aset sebagai objek wakaf adalah penyebab masalah ini. 
Sejumlah lahan wakaf belum dilengkapi dengan bukti, yang 
dapat memicu sejumlah tantangan pengelolaan, termasuk 
hilangnya tanah wakaf, sengketa hukum atas tanah wakaf, 
lahan wakaf yang dikuasai oleh pihak yang tidak memiliki 
legalitas, serta pengelolaan yang tidak tepat atas banyak tanah 
wakaf, terutama yang berpotensi produktif (Siregar, 2012). 

Sengketa terjadi ketika dua orang maupun lebih 
atau kelompok berinteraksi dan saling mempertahankan 
keperluannya sendiri atau objek serupa, yaitu lahan dan 
aset lain yang terkait dengan lahan seperti air, dan sumber 
daya alam lainnya di dalam batas-batas lahan yang dimaksud 
menurut Urip Santoso (2015).

Dalam komunitas Muslim di Indonesia, kasus konflik 
wakaf adalah fakta sosial.  Menurut Wirawan, empat 
puluh persen konflik wakaf di Indonesia terjadi di Provinsi 
DKI Jakarta, sedangkan tiga puluh persen kasus terjadi di 
Jawa Barat.  Sisanya tersebar di seluruh Indonesia.  Dia 
melanjutkan bahwa proses wakaf yang tidak tercatat dari 
wakif (pemberi wakaf ) ke nazhir (pengelola wakaf ) adalah 
alasan di balik kasus-kasus sengketa wakaf. Oleh karena itu, 
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untuk memanfaatkan aset wakaf tanpa bertentangan dengan 
hukum yang bisa menimbulkan masalah, sumber daya 
manusia nazhir perlu ditingkatkan (Laelah, 2020).

Agar nazhir dapat lebih berkonsentrasi dalam mengelola 
wakaf secara efektif dan mencapai hasil yang dapat 
dimanfaatkan untuk umat yang sah, kasus-kasus konflik wakaf 
yang muncul di antara umat harus mengedepankan langkah-
langkah pencegahan untuk menghindari tahapan penyelesaian 
hukum di pengadilan sejak awal. Mengembangkan potensi 
nazhir yang mempunyai kemampuan profesional di ranah 
perwakafan adalah salah satu langkah yang bisa diambil. 
Setiap orang yang menjadi nazhir, anggota nazhir organisasi, 
atau nazhir badan hukum harus memiliki profesionalisme 
yang merupakan kemampuan yang sangat penting.  Sesuai 
dengan penjelasan peran nazhir merupakan bagian krusial 
di ranah perwakafan setelah Undang-Undang No. 41 Tahun 
2004 tentang Wakaf menetapkan bahwa rukun wakaf terdiri 
dari wakif, nazhir, aset Wakaf, Ikrar Wakaf, tujuan aset yang 
diwakafkan dan kurun waktu wakaf.  Dari semua komponen 
wakaf, nazhir sangat penting untuk memastikan bahwa 
semuanya dilakukan sesuai dengan syariah dan hukum yang 
berlaku (Laelah:133).

E.	 Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Wakaf

Abdul Manan menyebutkan bahwa di Indonesia 
pelaksanaan wakaf masih dilakukan dengan cara tradisional 
sehingga rentan terhadap munculnya konflik hingga sengketa 
yang tidak sedikit berakhir di pengadilan. Dimana, kondisi 
tersebut dapat diperparah dengan maraknya penyimpangan 
terhadap aset wakaf oleh oknum yang tidak menjalankan 



22  

tugasnya dengan benar yang memperdagangkan aset wakaf 
(Manan, 2008). 

Faktor-faktor berikut ini menjadi penyebab terjadinya 
sengketa atau konflik wakaf: Persyaratan mengenai keabsahan 
dan ketidakabsahan wakaf; besaran dan cakupan fisik aset 
wakaf tidak jelas; Anggota keluarga maupun ahli waris tidak 
menyadari keberadaan perjanjian wakaf; wakif atau ahli 
waris mencabut status wakaf suatu aset atas kehendak mereka 
sendiri; Sikap tamak ahli waris; dan nazhir menyalahgunakan 
tujuan dan fungsi dari barang wakaf. Masih banyak wakaf 
lahan yang belum dilanjutkan melalui penyusunan akta 
perjanjian wakaf, yang merupakan faktor utama yang kerap 
menyebabkan masalah pada pelaksanaan wakaf. 

Di Indonesia, wakaf masih dilakukan secara agama 
atau berdasarkan saling percaya satu sama lain.  Karena 
kondisi ini, tanah wakaf akhirnya kehilangan landasan 
hukumnya, sehingga menyulitkan penyelesaiannya jika 
terjadi masalah kepemilikan di kemudian hari, terutama 
dalam hal pembuktian. Tuntutan pengembalian lahan wakaf 
yang dikelola atau diklaim oleh ahli waris wakif serta lahan 
wakaf yang telah berada di bawah pengawasan nazhir selama 
puluhan tahun, yang penggunaannya tidak sesuai dengan 
ketentuan akad wakaf, merupakan dua masalah lain yang 
sering muncul dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia (Djafri 
et al., 2021).

Pada kenyataannya, sering kali kita melihat dan 
mendengar bahwa ahli waris wakif akan meminta 
pengembalian tanah wakaf setelah wafat nya wakif.  Pada 
umumnya, kondisi ini tidak menjadi masalah besar 
karena, menurut undang-undang, wakaf dapat dilakukan 
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untuk jangka waktu yang telah ditentukan, dan setelah itu 
dikembalikan kepada keturunan pemberi wakaf. Akan tetapi, 
khusus untuk wakaf tanah, persyaratan untuk membuat akta 
ikrar wakaf telah menghilangkan kepemilikan, sehingga lahan 
wakaf tidak dapat dikembalikan. Selain itu, tidak adanya 
pengawasan dari pihak yang berwenang merupakan alasan 
mengapa nazhir menguasai tanah wakaf selama puluhan 
Tahun dan menggunakannya dengan cara yang tidak sesuai 
dengan komitmen wakaf (Z. Arifin & Ramadhan, 2024).  
Karena ketidaktahuan mereka, keturunan atau ahli waris 
nazhir percaya bahwa tanah wakaf tersebut adalah milik 
mereka, yang memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi 
tanah wakaf tersebut secara bebas sesuai dengan kepentingan 
mereka.

Abdul Ghofur (2013) menyebutkan beberapa penyebab 
terjadinya sengketa wakaf yakni sebagian besar lahan wakaf 
belum disertai dengan proses pembuatan perjanjian wakaf 
secara resmi; praktik wakaf hanya berdasarkan saling percaya 
satu sama lain tanpa adanya dasar hukum yang kuat seperti 
bukti kepemilikan, dan bukti otentik lainnya; ahli waris 
yang meminta kembali harta wakaf; minimnya pengetahuan 
masyarakat mengenai wakaf itu sendiri; pemanfaatan wakaf 
secara konsumtif. Dari beberapa konflik lahan apabila 
dilihat dari perspektif penanggulangan konflik menurut 
Ralf Dahrendorf, penyebab atau akar konfliknya dapat 
dianalisis dari segi (Noorhadi, 2005): masalah resource, 
mengingat lahan merupakan sumber daya alam yang 
ketersediaannya terbatas dan tidak bisa diperbarui serta 
merupakan kedudukan sangat krusial dalam keseharian 
masyarakat. Pemanfaatan tanah wakaf yang masih bersifat 



24  

konsumtif menjadi pemicu tindakan tidak sesuai oleh ahli 
waris terhadap aset lahan wakaf, seperti menjual tanah wakaf 
atau meminta kompensasi berupa uang kepada nazhir.

Masalah yang kedua adalah dari segi kepentingan atau 
kebutuhan yang berbeda. Seperti timbulnya pertentangan 
antara ahli waris wakif yang merasa memiliki ha katas lahan 
yang sudah diwakafkan dengan nazhir sebagai pengelola 
yang memanfaatkan tanah tersebut sebagai tempat ibadah. 
Oleh sebab itu, demi urusan administrasi dalam bidang 
pertanahan terkait perubahan status wakaf harus didaftarkan 
kepada pejabat yang berwenang. Ketiga, masalah moral, 
budaya, nilai-nilai agama, dll. Meskipun tanah tersebut sudah 
memiliki AIW (akta ikrar wakaf ), perbuatan ahli waris yang 
melakukan penjualan atas separuh lahan yang diwariskan 
oleh orang tuanya adalah penyebab utama terjadinya sengketa 
tanah wakaf. Saat inilah terjadinya benturan antara prinsip-
prinsip agama, khususnya agar pemanfaatan lahan wakaf 
tetap sejalan dengan tujuan wakaf dan insentif keuangan ahli 
waris wakif karena nilai pasar tanah yang meningkat. Setelah 
itu, tidak ada bukti asli atau catatan tertulis yang berkaitan 
dengan tanah yang diwakafkan, yang membuat ahli waris 
menganggap dirinya mempunyai hak atas lahan tersebut. 
Oleh sebab itu sangat penting mendaftarkan tanah wakaf 
dengan otoritas yang berwenang sejalan dengan legalitas 
yang ada di Indonesia yakni dalam PP nomor 28 Tahun 
1977 Pasal 9 dan 10, KHI Pasal Pasal 223 dan 224, dan 
undang-undang wakaf Pasal 32 sampai 39.

Masalah keempat adalah minimnya pengetahuan 
masyarakat mengenai wakaf yang diakui baik secara 
hukum syariah maupun legalitas positif di Indonesia yang 
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mengakibatkan masyarakat berpandangan bahwa wakaf 
merupakan suatu amalan yang sifatnya pribadi dan tidak 
untuk konsumsi publik, ditulis, bahkan sampai harus 
menggunakan akta. Masalah yang terakhir adalah mengenai 
struktur, di mana perbedaan pandangan antar warga dengan 
otoritas pemerintah dalam konteks implementasi wakaf juga 
bisa menimbulkan konflik yang memicu pada munculnya 
sengketa. Sejak lahirnya Islam wakaf dilakukan berdasarkan 
aliran yang dipercaya komunitas Muslim di Indonesia 
yang menjunjung tinggi tradisi lokal sehingga perbuatan 
wakaf tanah hanya dilaksanakan dengan sekedar ucapan 
tanpa adanya bukti autentik karena atas dasar kepercayaan. 
Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia ditegaskan 
bahwa wakaf harus dilakukan melalui prosedur administratif 
guna mendapat jaminan atas hak terhadap tanah yang telah 
diwakafkan.

F.	 Dampak Sengketa Wakaf terhadap Masyarakat

Konflik yang sudah menjadi sesuatu yang tidak 
terpisahkan dalam masyarakat apabila  tidak segera 
diatasi dapat mengakibatkan hilangnya keseimbangan 
dan kedamaian dalam masyarakat (Siregar, 2012). Wakaf 
menjadi sesuatu yang sangat penting untuk direalisasikan 
akibat adanya konflik sosial dan tuntutan kesejahteraan 
ekonomi. Oleh sebabnya, wakaf ini tidak boleh disepelekan 
dalam kehidupan bermasyarakat supaya tidak menimbulkan 
konflik. Di mana sengketa wakaf dapat menimbulkan 
dampak yang buruk terhadap masyarakat baik dari segi 
sosial, ekonomi, maupun aspek keagamaan.

Dampak sosial yang pasti terjadi adalah munculnya 
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perpecahan dalam masyarakat seperti dari pihak ahli waris 
dengan pihak nazhir atau pengelola harta wakaf akibat 
ahli waris yang meminta bagian atau bahkan menjual 
aset yang sudah diwakafkan, tentunya dapat berdampak 
pula bagi masyarakat sekitar karena harta wakaf tersebut 
sudah dimanfaatkan oleh banyak orang yang apabila 
tidak segera diselesaikan akan menyebabkan konflik yang 
berkepanjangan. Dampak sosial kedua adalah menurunnya 
kepercayaan terhadap lembaga wakaf apabila sengketa wakaf 
tidak terselesaikan dengan baik. Terlebih lagi apabila ada 
nazhir yang tidak mengelola aset wakaf dengan baik dan 
tidak profesional dalam bekerja menyebabkan masyarakat 
tidak percaya untuk mewakafkan asetnya. Hal ini dapat 
menghambat perkembangan wakaf di masa depan. Masalah 
yang ketiga di bidang sosial adalah manfaat sosial dari wakaf 
yang tidak bisa lagi dirasakan lagi apabila terjadi masalah 
pada objek wakaf (Fadhilah, 2011). Misalnya tanah wakaf 
yang dibangun untuk fasilitas pendidikan apabila masih 
dalam proses hukum maka akan menghambat masyarakat 
dalam memanfaatkan fasilitas tersebut.

Sengketa wakaf dapat menyebabkan dampak di bidang 
ekonomi, seperti pemanfaatan harta wakaf yang terhambat 
sehingga pemanfaatannya tidak maksimal. Misalnya lahan 
atau tanah yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian, 
pendidikan dibiarkan terbengkalai karena adanya sengketa. 
Hal ini juga dapat menyebabkan kerugian finansial apalagi 
apabila sengketa wakaf sampai ke pengadilan. Keperluan 
administrasi pengadilan, uang untuk membayar advokat, 
dan biaya lain yang diberikan demi keperluan tersebut tidak 
sedikit, belum lagi biaya operasional yang dikeluarkan oleh 
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lembaga wakaf saat proses hukum yang berkepanjangan 
juga dapat menimbulkan kerugian (Zaenurrosyid, 2012). 
Apabila aset wakaf sering mengalami sengketa, maka hal ini 
dapat menurunkan minat wakif terhadap wakaf produktif 
karena khawatir akan menjadi sumber konflik di kemudian 
hari. Hal ini tentunya menghambat perkembangan wakaf 
produktif sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat.

Adapun dampak bagi keagamaan yaitu menghambat 
tujuan dari wakaf itu sendiri (Maqashid Syariah), karena 
tujuan utama wakaf dalam Islam adalah untuk kemaslahatan 
umat dalam jangka yang panjang. Aset wakaf yang 
seharusnya dimanfaatkan untuk umat sesuai niat awal dari 
wakif malah menjadi sumber konflik yang mengakibatkan 
tujuan wakaf tidak tercapai. Menurut Islam, wakaf dianggap 
sebagai ibadah dan sebagai bentuk kebaikan seseorang demi 
kemaslahatan umat. Apabila aset wakaf tersebut menjadi 
objek sengketa dan beralih fungsi dari niat awal, maka hal ini 
dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepercayaan 
yang telah diberikan oleh wakif (Al Fasil & Fida, 2024). Di 
Indonesia sendiri sering dijumpai aset wakaf yang ditarik 
lagi oleh ahli waris yang berhak atas aset wakaf tersebut 
walaupun dari awal tujuannya adalah untuk diwakafkan. 
Padahal dalam Islam, wakaf bersifat kekal dan tidak dapat 
diwariskan. Akibat lain yang timbul akibat sengketa wakaf 
adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap 
hukum Islam dan Lembaga Peradilan Agama (Ramlan & 
Ropei, 2023). Opini negatif masyarakat tentang hukum 
Islam dan pengadilan agama yang mengadili masalah ini 
dapat muncul karena konflik wakaf yang tidak diselesaikan 
dengan benar. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan 
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pada sistem hukum Islam jika mereka percaya bahwa hukum 
Islam tidak dapat menyelesaikan masalah wakaf secara adil 
dan tepat waktu. 

G.	Pentingnya Penyelesaian Sengketa Wakaf untuk 
Kemaslahatan Umat

Landasan hukum untuk penyelesaian konflik wakaf 
diuraikan dalam berbagai peraturan di Indonesia. Misalnya, 
legalitas No. 41 Tahun 2004 Pasal 62 menetapkan jika masalah 
wakaf diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. 
Terkait aspek politik dan budaya, pendekatan kolaboratif 
dalam menyelesaikan konflik lingkungan merupakan contoh 
dari sila Pancasila keempat yang mengutamakan musyawarah 
untuk mencapai kesepakatan.  Oleh karena itu, cara terbaik 
dan paling efisien untuk menyelesaikan perselisihan atau 
konflik kepentingan adalah melalui penyelesaian perselisihan 
di luar jalan litigasi. Pihak-pihak yang bersengketa 
berkumpul dan mencari solusi guna menyelesaikan konflik 
kepentingan mereka. Selain itu, para pihak bekerja sama 
untuk mengembangkan proses penyelesaian, baik dengan, 
maupun tanpa bantuan dari pihak ketiga (Fadhilah, 2011).

Masalah ini bisa dituntaskan lewat mediasi, arbitrase, 
atau sistem hukum jika proses penyelesaian konflik 
yang disebutkan dalam ayat 1 terbukti tidak efektif.  
“Penyelesaian sengketa, sepanjang menyangkut masalah 
perwakafan tanah milik, dilakukan melalui pengadilan 
agama terdekat sejalan dengan legalitas yang berlaku di 
Indonesia” menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 
1977, khususnya Pasal 12. Kemudian dalam “Penyelesaian 
sengketa mengenai aset wakaf dan nazhir diserahkan kepada 
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pengadilan agama terdekat seperti pada legalitas perundang-
undangan yang berlaku penyelesaian perselisihan sepanjang 
yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nazhir 
diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” 
demikian bunyi Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
(Sulistiani:149).

Dalam UU No. 41 Tahun 2004, masalah wakaf 
diselesaikan di luar pengadilan dengan berdiskusi, jika mediasi 
gagal. Berbeda dengan PP No. 28 Tahun 1977 dan Kompilasi 
Hukum Islam, yang menangani konflik wakaf melalui jalur 
pengadilan dengan mengajukannya ke pengadilan agama 
terdekat. Masalah tersebut dapat diajukan ke arbitrase syariah 
jika mediasi tidak dapat menyelesaikannya. Masalah tersebut 
diajukan ke pengadilan agama dan/atau Mahkamah Syariah 
jika badan arbitrase syariah tidak dapat menyelesaikannya.  
Jika penyelesaian di luar pengadilan atau melalui jalur non 
pengadilan gagal untuk menuntaskan perselisihan, maka 
penyelesaian melalui jalur litigasi yang diperintahkan oleh 
pengadilan adalah pilihan terakhir (Fadhilah, 2011). Hal 
ini sesuai dengan kewenangan absolut pengadilan agama 
dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang 
menangani berbagai perkara yakni di bidang perkawinan, 
wakaf, zakat, infaq, sedekah, waris, wasiat, hibah, dan 
ekonomi sejalan dengan legalitas yang berlaku di Indonesia. 

Dalam hal ini, fungsi negara saat mengimplementasikan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
secara spesifik terkait dengan penuntasan konflik wakaf 
secara nonlitigasi adalah untuk memenuhi kebutuhan 
dinamika masyarakat dan percepatan pengelolaan konflik 
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yang semakin rumit dalam hal volume dan tingkat 
keparahannya.  Melalui lembaga-lembaga penyelesaian 
konflik berbasis masyarakat, negara memberikan ruang bagi 
Masyarakat dalam menuntaskan perselisihan sesuai cara 
yang paling sesuai dengan kapasitas mereka. Dibandingkan 
dengan proses menang-kalah seperti proses penyelesaian 
konflik melalui pengadilan, teknik penanganan perkara 
di luar pengadilan yang membuahkan kesepakatan antara 
kedua belah pihak jauh lebih mungkin untuk menjamin 
ikatan yang ada dan yang akan datang. Putusan pengadilan 
tidak menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang 
terlibat konflik, melainkan menempatkan masing-masing 
pihak yang berada di dua titik yang berbeda, dengan satu 
pihak diposisikan sebagai pemenang dan pihak lainnya 
sebagai pihak yang kalah. Ketika ada pihak yang menang dan 
kalah, pihak yang kalah akan mengembangkan kemarahan 
dan permusuhan, bukannya kedamaian dan ketenangan 
(Fadhilah, 2011).

Menteri Agama berperan penting dalam menjalankan 
hukum wakaf dengan membina, mengawasi serta mengajak 
BWI (Badan Wakaf Indonesia). Menteri Agama dalam 
mengawasi penyelenggaraan wakaf juga harus memperhatikan 
saran dan pertimbangan dari MUI. Sedangkan nazhir 
di sini bertugas mengurus administrasi harta wakaf, 
mengembangkan, dan mengawasi, serta melakukan audit 
kepada BWI. Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) seperti 
yang tercantum di Putusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 
1975 juga memiliki fungsi dalam perwakafan di Indonesia 
yakni dengan melaksanakan pengumpulan data statistik dan 
dokumentasi, serta menjalankan surat menyurat, kearsipan, 
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dan melaksanakan pencatatan nikah, cerai, talak, zakat, dan 
tanah wakaf (Sulistiani, 2017:151-152).

Peran BWI dalam penyelesaian wakaf di Indonesia 
cukup mengambil peranan penting. Peranan BWI sudah 
tertuang dalam Undang-Undang perwakafan Pasal 49 ayat 
(1), dalam menjalankan fungsinya, BWI bisa menjalin 
kemitraan dengan instansi pemerintah di tingkat pusat 
maupun daerah, ormas, institusi interNasional, serta berbagai 
pihak lain yang dinilai relevan. Dalam hal ini (M. S. Arifin, 
2020), BWI diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan 
tentang wakaf dengan cara melakukan penyuluhan kepada 
masyarakat, serta membantu pemerintah dalam menentukan 
regulasi tentang perwakafan di Indonesia. 

Berdasarkan persoalan yang sering muncul dalam 
bidang wakaf di Indonesia, pemerintah mengeluarkan 
regulasi perwakafan demi membebaskan aset wakaf dari 
segala ikatan, dan sitaan dengan menjamin kemaslahatan 
bagi umat. Dalam peraturan No. 41 Tahun 2004 soal 
wakaf juga menjelaskan jika semua kegiatan perwakafan 
harus dicatat dalam sebuah akta ikrar wakaf (AIW) demi 
menjamin keamanannya dan dapat dirasakan manfaatnya. 
Menurut (Bukido & Makka, 2020) AIW merupakan bukti 
dalam bentuk akta ikrar wakif yang menyatakan tekad wakif 
dalam menyerahkan aset miliknya untuk dimanfaatkan oleh 
nazhir seperti  tujuan wakaf. Dimana ikrar tersebut dapat 
disampaikan dalam bentuk ucapan maupun tulisan yang 
dibuat dalam bentuk akta perjanjian wakaf oleh PPAIW 
(Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ).

 Akta wakaf merupakan salah satu bentuk dokumen 
resmi yang disusun oleh pejabat yang memiliki wewenang, 
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sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1886 KUHPerdata, 
bahwa akta otentik merupakan akta yang disusun sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang dan disusun di hadapan 
pejabat yang berwenang akan hal itu. Kebenaran akta otentik 
ini mengikat kedua pihak yang terlibat dan dapat menjadi 
bukti yang kuat sehingga apabila di persidangan, hakim 
harus menjadikan akta tersebut menjadi alat bukti yang sah 
dan memadai untuk membuat keputusan. Sempurnanya 
dan mengikatnya alat bukti otentik ini membuatnya mampu 
berdiri sendiri sebagai alat bukti tanpa alat bukti lain.
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BAB 2 
REGULASI WAKAF DI 

INDONESIA 

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam 
yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia selama 
berabad-abad. Dari masa pra-kolonial hingga era modern, 
wakaf telah menjadi pilar penting dalam pembangunan sosial, 
ekonomi, dan keagamaan. Meskipun demikian, pengelolaan 
dan regulasi wakaf tidak selalu berjalan mulus. Perjalanan 
hukum wakaf di Indonesia mencerminkan dinamika sosial, 
politik, dan hukum yang kompleks, di mana nilai-nilai 
syariah berinteraksi dengan sistem hukum positif yang 
berlaku, sehingga perlu upaya untuk menguraikan secara 
mendalam mengenai seluk-beluk regulasi wakaf di Indonesia, 
mulai dari sejarahnya yang panjang, peran lembaga sentral 
seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), hingga tantangan 
dan peluang dalam menyelaraskan hukum syariah dengan 
hukum negara.

A.	 Perkembangan Regulasi Wakaf dari Masa Kolonial 
hingga Era Reformasi

Perkembangan regulasi wakaf di Indonesia merupakan 
cerminan dari evolusi hubungan antara negara dan lembaga 
keagamaan. Pada masa pra-kolonial, wakaf dikelola 
berdasarkan tradisi lokal dan hukum Islam yang tidak 
tertulis, sehingga aturan-aturan ini dipraktikkan di bawah 
naungan kerajaan-kerajaan Islam dan komunitas-komunitas 
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BAB 3
ASPEK HUKUM SYARIAH DALAM 

PENYELESAIAN SENGKETA 
WAKAF 

A.	 Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa

Dalam sistem hukum Islam, penyelesaian sengketa 
tidak selalu harus melalui jalur litigasi (pengadilan), 
melainkan lebih dianjurkan untuk diselesaikan secara damai. 
Dua pendekatan utama yang digunakan dalam penyelesaian 
sengketa secara non-litigasi dalam Islam adalah konsep ishlah 
dan sulh. Keduanya merupakan bagian dari ajaran syariah 
yang sangat ditekankan dalam Al-Qur’an maupun Sunnah 
Nabi Muhammad SAW.

Secara terminologis, Islah merupakan suatu 
tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan 
dan menyelesaikan konflik yang terjadi antar manusia. 
Tujuan utama dari Islah adalah menciptakan perbaikan 
dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan 
sosial, moral, maupun kemasyarakatan, sehingga tercipta 
suasana yang aman, damai, dan sejahtera dalam kehidupan 
bermasyarakat. Dalam konteks Islam secara umum, Islah 
dipahami sebagai sebuah proses atau tindakan yang bertujuan 
untuk membawa perubahan positif, yaitu mengubah kondisi 
yang buruk menjadi lebih baik sesuai dengan nilai-nilai 
keadilan dan kebaikan yang diajarkan dalam ajaran Islam. 
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BAB 4
ASPEK HUKUM POSITIF DALAM 

PENYELESAIAN SENGKETA 
WAKAF

A.	 Proses Hukum Penyelesaian Sengketa Wakaf

Perselisihan yang berkaitan dengan wakaf merupakan 
bagian dari permasalahan hukum yang kerap terjadi 
bersamaan dengan meningkatnya kegiatan perwakafan di 
tengah masyarakat. Sengketa semacam ini bisa muncul 
akibat perbedaan antara aturan hukum yang berlaku dengan 
praktik yang diterapkan di lapangan, adanya benturan 
kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, atau karena 
minimnya pemahaman mengenai prosedur serta legalitas 
wakaf. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem penyelesaian 
yang menyeluruh, yang sejalan dengan hukum nasional 
(hukum positif ) dan juga norma-norma syariah Islam. 

Salah satu cara utama untuk menyelesaikan konflik wakaf 
adalah melalui jalur hukum formal, yaitu melalui pengadilan 
agama atau pengadilan umum, tergantung pada karakteristik 
dan substansi sengketa yang terjadi. Pembahasan dalam 
bagian ini akan mengelaborasi secara terstruktur bagaimana 
mekanisme penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan, serta 
menyoroti peran vital lembaga peradilan dalam menegakkan 
keadilan dan menjamin kepastian hukum atas harta benda 
wakaf.
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BAB 5
PRAKTEK PENYELESAIAN 

SENGKETA WAKAF DI 
INDONESIA

A.	 Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Mediasi

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian 
sengketa yang banyak digunakan dalam hukum Islam, 
termasuk sengketa wakaf. Proses mediasi ini dimulai dengan 
pemilihan mediator yang netral, yakni pihak ketiga yang 
tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. 
Biasanya, mediator ini memiliki kompetensi dalam hukum 
Islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. 
Mediator dapat berupa tokoh agama, ulama, atau pihak yang 
dianggap berkompeten dalam menyelesaikan sengketa wakaf 
(Hidayat & Komarudin, 2019).

Proses mediasi dimulai dengan pertemuan awal antara 
pihak-pihak yang bersengketa dan mediator, di mana 
mediator akan menjelaskan tujuan mediasi dan peranannya 
sebagai pihak yang netral. Pada sesi pertama, mediator akan 
mengundang kedua belah pihak untuk menyampaikan posisi 
masing-masing secara terbuka. Langkah ini sangat penting 
agar mediator dapat memahami akar masalah sengketa yang 
terjadi, seperti kesalahpahaman mengenai status tanah wakaf 
atau perbedaan penafsiran mengenai tujuan dan pemanfaatan 
wakaf (Wardani, n.d.).

Setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah 
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BAB 6
TANTANGAN DAN PELUANG 

DALAM PENYELESAIAN 
SENGKETA WAKAF

A.	 Tantangan Regulasi dan Implementasi

Regulasi wakaf Indonesia adalah salah satu instrumen 
hukum yang tidak hanya memperhatikan aspek keagamaan 
tetapi juga berguna untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi. Regulasi ini telah dibuat dengan tujuan untuk 
mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf, tetapi regulasi 
ini menghadapi beberapa tantangan saat menerapkannya. 
Beberapa di antaranya adalah ketidaksesuaian antara 
kerangka regulasi dan implementasi di lapangan. Sebuah 
penelitian yang dilakukan oleh (Achmad, 2018) menemukan 
bahwa dua faktor utama yang menghambat pelaksanaan 
regulasi yang efektif adalah batas-batas perumusan kebijakan 
dan ketidaksesuaian antar lembaga.

Konsep dasar hukum wakaf seharusnya memiliki 
kemampuan untuk menghubungkan berbagai bidang 
ilmu, terutama hukum, ekonomi, dan sosiologi, untuk 
menghasilkan suatu kerangka yang dapat digunakan. 
Namun, faktanya adalah bahwa perumusan kebijakan 
sering kali bersifat normatif tanpa disertai dengan strategi 
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BAB 7 
MASA DEPAN PENYELESAIAN 

SENGKETA WAKAF DI 
INDONESIA

A.	 Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Wakaf memiliki potensi besar dalam mendorong 
kesejahteraan masyarakat. Namun, pemahaman masyarakat 
tentang konsep ini masih rendah. Melalui kegiatan 
pengabdian masyarakat yang melibatkan sesi tentang dasar 
hukum wakaf, urgensi wakaf, dan tata kelola wakaf, terjadi 
peningkatan pemahaman peserta. Hasilnya, peserta menjadi 
lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf 
secara kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi 
yang tepat dapat meningkatkan literasi wakaf dan mendorong 
pengelolaan wakaf yang lebih produktif (Makhrus et al., 
2021) upaya peningkatan kesadaran wakaf uang, peningkatan 
dukungan kebijakan, percepatan sertifikasi wakaf, pelatihan 
sistem manajemen pengelola wakaf (Nazhir), sampai 
optimalisasi pengelolaan wakaf berbasis digital dan integrasi 
data wakaf yang masih memerlukan perhatian agar kinerja 
perwakafan menjadi optimal dan tepat sasaran (Nawawi et 
al., 2024).

Kurangnya pemahaman terhadap hukum wakaf 
merupakan salah satu faktor utama yang memicu terjadinya 
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mencangkup jabatan sebagai Anggota kajian dan keilmuan 
Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum 
Ekonomi Syariah (2021–2022), Ketua Umum Himpunan 
Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi 
Syariah (2022–2023), sebagai Staff Keilmuan Riset Badan 
Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam (2023–2024), 
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Sebagai  Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Anggota 
bidang Kaderisasi Asosiasi Hukum Ekonomi Syariah Seluruh 
Indonesia (ASHESI) Wilayah Regional IV Jawa tengah dan 
DI Yogyakarta (2023-2025), Sebagai kordinator komisariat 
Semarang barat Asosiasi Hukum Ekonomi Syariah Seluruh 
Indonesia (ASHESI) Wilayah Regional IV Jawa tengah dan 
DI Yogyakarta (2023-2025).

Pengalaman internship juga dilakukan di berbagai 
instansi selama masa kuliah, yaitu di BTPN Syariah yang 
bertugas sebagai fasilitator pendamping UMKM Remote 
site Jawa, dan dan Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 
1A. Kontribusi di bidang kekayaan intelektual diwujudkan 
melalui perolehan sertifikat Hak Cipta dari Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan 
HAM Republik Indonesia pada tahun 2023 sebagai bentuk 
penghargaan atas karya orisinal yang telah dihasilkan dalam 
bidang akademik.
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